












































































































































1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
a) Penangggulangan Bencana.
Kegiatan ini mencakup upaya tanggap darurat akibat
terjadinya bencana alam dan bhencana sosial termasuk
penanganan kerusakan sarana dan prasarana yang
menyebabkan terganggunya pelayanan publik, dapat berupa
Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana. Bantuan
Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat
pertama, dapat Dberupa bantuan langsung seperti
barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum
atan perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat
berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana
seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed,
tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan
tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa

dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2} Sub Bidang Keadaan Darurat.
a) Keadaan Darurat.
Kegiatan ini mencakup upaya penanggulangan keadaan
darurat yang meliputi: (1) bencana alam, bencana non-alam,
bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; (2) pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau (3) kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelavanan publik.
3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.
a) Keadaan Mendesak.
Kegiatan ini mencakup upaya pemenuhan: (1) Kebutuhan
desa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
(2) Belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib; (3) Pengeluaran desa vang berada di har
kendali pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;

dan/atau (4) Pengeluaran desa lainnya yang apabila ditunda
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2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

; 8

Prioritas Penggtumaan Dana Desa diarahkan untuk program
dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui
pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program
prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan
baru Desa;

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-tindang Nemor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa
dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan dari sumber Dana Desa;
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dapat digunakan untuk bantuan
dana pendidikan untuk keluarga miskin atau untuk anak berprestasi.
Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan
provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa 2022 dan/atau
peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022,
Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan
bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan
dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang
Sah berupa Sertitikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan
hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim
independent/diluar desa yang dibentuk oleh Camat.

Pembayaran Insentif kepada Staf Pengolah Data, Staf Administrasi
Keuangan Desa, Petugas Jaga Desa, Staf kebersihan, Matri Tani Desa,
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